NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJ_O
NOMOR : 900/ 3101/ vIII / 2023,

NOMOR  : 170/05 / Pimp.DPRD / VIII / 2023,
TANGGAL  : 7 Agustus 2023,

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

- Yang bertanda tangan di bawah inj -

L. Nama ! Hj. ETIK SURYANI, SE, MM,
Jabatan * Bupati Sukoharjo.
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman Nomor 199 Sukoharjo.

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

2. aaNama ! WAWAN PRIBAD], 5.S0s, M.Si

Jabatan ] : Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo.

Alamat Kantor  : Jalan Wandyo Pranoto, Mandan, Sukoharjo.
b.N ama : EKO SAPTO PURNOMO, SE,

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo.

Alamat Kantor  : Jalan Wandyo Pranoto, Mandan, Sukoharjo.
C.Nama : SARDIONO SM, SE.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo,

Alamat Kantor  : Jalan Wandyp Pranoto, Mandan, Sukoharjo.
dNama ' Hj. SITI ZAKIYATUN NI'MAH, SE.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo.

Alamat Kantor  : Jafan Wandyo Pranoto, Mandan, Sukoharjo.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaky dan atas nama Dewan Perwakitan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo.




-

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya
dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatanantara DPRD dan
Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak
sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana
pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara menurut urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran
2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024
disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Sukoharjo, 7 Agustus 2023.

_ PIMPINAN
BUPATI SUKOHARIO DPRD KABUPATEN SUKOHARJO
Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

M

WAWAN PRIBADI, S.Sos, M.Si.
KETUA

wd

EKO SAPTO PURNOMO, SE,

WAKIL KETUA

Hj.SITI ZAKIYATUN NI'MAH, SE.
WAKIL KETUA




PROVINSI JAWA TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 170/16 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN NOTA KESEPAKATAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2024
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO,

bahwa Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 7 Agustus
2023 telah memutuskan persetujuan Nota Kesepakatan
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana.

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo
tentang Persetujuan Nota Kesepakatan Kebijakan
Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 6801);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018
Nomor 57} sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan

: 1. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/3100/VI11/2023
dan Nomor 170/04 /Pimp.DPRD/VIII /2023 tentang
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2023
dan  Nomor 900/3101/VII[/2023 dan Nomor
170/05/ Pimp.DPRD/VIII/2023 tentang Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,

2. Usul, saran dan pendapat pada Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Sukoharjo hari Senin tanggal 7 Agustus
2023.

MEMUTUSKAN:

Menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementars Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran

2024,

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024
sebagai pedoman pembahasan Rancangan Peraturan.

- Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Sukohajo Tahun Anggaran 2024,

Keputusan ini mulai berlaky sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Agustus 2023

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

T

WAWAN PRIBADI

Kepada Yth. :
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo.




